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Seruan agar dilakukan reformasi
Mahkamah Konstitusi (MK) semakin
kencang. Bahkan mendadak ramai
dibahas oleh Komisi |1l DPR.
berasal
dari Ahli Hukum Tata Negara Mu-
hammad Rullyandi. Namun, saran

MK i

Saran reforma

ini pun menuai pro kontra.
Sebelumnya, Komisi I

DPR

Ramai Dibahas Komisi Il DPR

Reformasi VMiahkamah Konstitusi
Semakin Nyaring Disuarakan

Dalam paparannya, Rullyan
menilai putusan MK yang saat ini
menjadi polemik tidak berpengaruh
apa pun terhadap penugasan ang-
gota Polri aktif, selama penugasan
tersebut masih berkaitan dengan tu-

“Saya tidak tahu kenapa putusan
MK ini tidak memberikan ketegasan
dalam suatu amar putusan, se-
hingga ini memberikan kegaduhan

. Ini harus kita koreksi juga,”

i hal Wakil

gas pokok
diatur dalam Undang-Undang Polri
“Terhadap poin-poin ini saya men

rapat dengar

lai putusan MK yang menjadi ruang

umum (RDPU) kri

Adrianus Eliasta Sembiring Meliala
dan Pakar Hukum Tata Negara,

i di K

tidak memberikan implikasi apa-apa
terhadap penugasan anggota Polri

lek aktif. itu ada sangkut

Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

(8/1/2026).

Dalam rapat yang membahas
Reformasi Kepolisian, Kejaksaan,
dan Pengadilan itu, pakar Hukum
Tata Negara Rullyandi, tiba
menyebut Suhartoyo sebagai Ketua
MK il

egal.

TITI ANGGRAINI,

Harusnya, DPR Perbaiki
Kualitas Legislasi Dulu

Muncul seruan reformasi MK
dianggap banyak

pautnya dengan penugasan tugas
pokoknya anggota Polri aktif, itu
sesuai dengan Undang-Undang
Polri,” ujar Rullyandi.

Rullyandi pun menilai, putusan
MK tidak memberikan ketegasan

Ketua Komisi Il DPR Rano Alfath
menyerukan adanya reformasi MK.
Menurut dia, MK banyak mengelu-
arkan putusan tidak jelas.

“Kalau tadi reformasi MK boleh
juga nanti itu, nanti kami lihat itu.
Karena memang banyak putusan
MK ini agak-agak kabur-kabur, si-
fatnya enggak jelas hari ini gitu loh.
Harusnya kalau poinnya jelas lebil
enak,” ujar Rano.

Dihubungi terpisah, Anggota
Kom' i Il DPR Hinca Paniai(an

dalam amar putusan
memicu kegaduhan di ruang publik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(44

saya khawatir
ini justru akan
memperuncing
ketegangan
antar lembaga
negara dan

MK ini
murni saran dan Ahli Hukum Tata

(44

melemahkan menjadi perdebatan
prinsip negara disampaikan ahli
hukum. tentang itu.

Ini memang akan ramai,
karena ini menyangkut
MK yang merupakan
lembaga baru bentukan
pasca reformasi

yang kemudian

Negara Rullyandi saat RDPU Panja
Reformasi bersama Komisi 111 DPR.
Kata dia, saran reformasi MK
menjadi isu menarik di awal tahun
2026

“Kami Komisi 11l DPR cukup kaget
ketika mendengar penjelasan MK
oleh ahli ini. Usulan koreksi atau
reformasi MK ini baik untuk menata
ulang yang belum baik, tapi ini
belum menjadi keputusan,” ungkap
Hinca saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka, Kamis (8/1/2026).

Secara terpisah, pengajar Hukum

lembaga legislatif untuk melakukan
intervensi yang justru berpotensi
merusak independensi kekuasaan
kehakiman.

“Ketidakjelasan harus dibedakan
secara tegas, apakah soal argumen-
tasi hukum atau sekadar ketidak-
puasan politik terhadap dampak
putusan tersebut,” ujar Titi Ang-
graini kepada _Rakyat Merdeka_,
Kamis (8/1/2025).

Dia menambahkan, jika motifnya
hanya ketidaknyamanan politik,
maka itu bukan kritik konstitusional.

Pemilu Fakul(as Hukum U

jelas” dan harus disikapi dengan
sangat hati-hati.

i terhadap
fungsi kontrol yudisial yang dilaku-
kan oleh MK,” tambahnya.

Untuk mengetahui pandangan
Hinca Panjaitan dan Titi Ang-
graini mengenai seruan reformasi

Menurut di tersebut
tidak boleh di adlkdn alasan ba

) itusi (MK), berikut
wawancaranya.

HINCA PANIJAITAN, Anggota Komisi Ill DPR RI

Reformasi Untuk Menata
Ulang-Yang Belum Baik

FOTDNETAGRMPHEAN

ruang politisast lembaga yudisial yang.
cradilan

karena
yang tidalk jelas. Bagaimana Anda
melihat ini

Pelabelan bahwa banyak putusan
MK “tidak jelas” tidak bisa dijadikan
alasan untik menyerukan reformasi
MK s serampangan.

Scharusnya bagaimana?
Harus dibedakan, apalah yang
ke Ak Rl e ah et
hukum, persoalan i

Selain itu, apalagi ?

ataupun mengambl !.mg]mh yang udk
perlu. L & bersifat
emosional _yu«llu bisa e

dan MK

Saya khawatir ini justru akan mem-
peruncing keicgangan antar lembaga
negara dan mclemabisan prinsip negara
Indbtrn. Dalarn banyak kasus, poraal.
an sesunggubnya bukan pada putusan
MK, melainkan pada k n pom-
benisk vadangs eadtaog tale

dan
»dmg..! pengawal konstitusi

menindaklanjuti pulu\.ln MK Fe
mya adalal

okus-

daklanjud dan

putusan tersebut secara konsisten.

sekidar ketidakpuasan politkc. Kk
itu sab. api liarus ada basis Kajian
vang kuat, bukan sckadar
kepentingan polittk.

a dampak dari kritik DPR
terhadap putusan MK in?
erlu berh agar kritik

di mana?

g dibuat tidak lagi bﬂh)nlqngqn
d(’llgdn Konstitusi, bukan malah me-

Adanya koreksi dari MK melalui
putusan atas_judieial review undz
undang, scharusnya direspons dengan
Iertariing Sacs. TP Hadt Persioritial
harus menindaklanjutinya dengan

ki Kuralitas logis-

terhadap MK udmumu melanggar
prinsip checks and balances. Konsti-
tusi jelas, menempatkan MK schagai
pemegany saan Kehakiman
yang independen, dengan putusan
tinal dan mengikat. Jangan sampai
seruan reformasi ini justru membuka

last. Tujuannya agar undang-undang
yang dihasilkan benar-
Tatif keedibel, dan sejalan dengan as-
pirasi rakyat serta nilas nstitusi
Kalau memang undang undangnya
bermasalah. adalah wajar jika dibatal-
kan oleh MEK. DPR tidak perlu resisten

eformasi lembaga pera-
d.mmy.. setiap kali ada putusan yang
tidak sesuai keinginan politik.

Apa pesan And terhadap para
terkait independensi MK in
Jangan sampai scruan reft
menjadi alat untk mengntervensi
peradilan. Kemandirian MK adalah pilar
utamanegar bk Jikasetiap putisam
yang udak memuaskan djawab dengan
ancaman refo maka kep
uakiarn cor perlindunigan korstitasional

ra akan terancam. m NN

Muncul seruan agar dilakukan
reformasi

ke MK dan diputus oleh MK lalu

satu mengorekst MK adalah dart
Ada beberapa putusan

(M[()bzgzimalmpzndnngznA.nr_lz’?

Int awalnya pandangan dari Ahli
Hulum Tata Negara (Muhammad Rul-
Iyandi yang kami undang pada rapat
d cndapat DPU) Pa-
nitia Kerja (Panja) Fori Kepoli-
sian, Kejaksaan dan Pengadilan. Nah
munculah ide dari beliau tapi belum

MK. Apa yang dircfor Memang
terasa teman teman MK ini, sering kali
kejauban.

Maksudnya keru.lmn sepertiapa?

tata begara
yang tidak tntas. Padahal MK pu-
tusannya i final dan mengikat

Menurut Anda, reformasi MK
diperlukan?

Reformasi itu kan baik ya. Refor-
mast kan menata ulang mana yang
belum baik dan yang sudah baik diper-
baili. T rmang akan ramai, karena
int menyargkut MK yang merupakan
Iembaga baru bentukan pasca reforma
st yang Kemudian menjadi perdebatan
disampaikan alili tentang itu.

MK yang diper-

S eyt oo
o _fuclicial review di MK Namon,
usulan darfabliinf cubup engagcthan
kami di awal @hunlah. Ini menjadi
isu yang menarik ketatancgaraan kita
di awal tahun 2026 bersama dengan
Undang-1Indang Pemiln. Undang-
Undang Pilkada, bahkan terkait aturan
Anggota Polri di jabatan sipil, yang
semuanya itu adalah produknya MK
Artinya, yang diajukan juducial review

soalkan adalah Putusan MK Nomor
125/PUTI-XXTI/2024 yang memisah-
Yol Peinilis istofoial.clis daeealicl

yang polemik di masyarakat
Hatih sinya prtman tot

Jika reformasi MK ini resmi dilaku-
kan, apakah ini akan melemahkan
MK?

Apapun yang kami lakukan dalam
merclormasi, tjuanmya adaloh memper-
baiki. Bagaimana caranya? Ketika kami
st il dart Komeer 0. 10, 20
sampai kilometer 100, ada pengalaman
yang kita lihat ke belakang. Pengalaman
itu, ada yang sudal: baik, ada yang belum
baik. Nah, untuk melangkah ke depan
vang belum baik itu baru diperbaiki. Jadi

idalakan melerahkan MK
Justmakan memperki

" S I DPR akan

2020. Apakah
reformasi MK ke depannya?
Memang putusan itu yang di-
sampaikan oleh ahli Mennrot saya
kadang putusan MK ini melampaui
batas kon Dari yang scharus
nya Pemilu setiap lima ahun dan
jadi melebihi lima tahun. Nah salah

munmm l'.'mja Retormasi MK Jjuga?
it bubar. kami (Komisi
mnwm hrnh.ﬂng tiddak resmi kami

g rofovmaa
va.” Tapi hal tersebut belum bulat di
Komisi IIT DPR. m nnvm
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